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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
karunia-Nya penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 01
Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik

Laporan ini disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor Bidang
Informasi Komunikasi Publik khususnya pada kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan
Informasi Publik Pemerintah Kota Bogor, dan juga sebagai PPID Utama. Laporan
Peningkatan Kapasitas PPID ini merupakan bagian dari Keterbukaan Informasi Publik yang
dilakukan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Laporan ini diharapkan dapat mengukur Kinerja Perangkat Daerah yang
melaksanakan Fungsi sebagai Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota

Bogor.

Bogor, Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bogor

ttd

RAHMAT HIDAYAT. S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197408181993031001
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Laporan Kegiatan

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Undang- Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk memenuhi amanat
dalam Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan ini memuat gambaran
implementasi pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
selama tahun 2023. Pengolahan data merupakan data terbaru yang dihimpun per
tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023, dimana data ini didapat
dengan menyebarkan kuesioner kepada tiap-tiap Perangkat Daerah di lingkup
Pemerintah Kota Bogor.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik sub kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, bahwa dalam kegiatan setiap tahunnya
mengagendakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap Pejabat
Pengelola Informasi Publik di lingkup Perangkat Daerah di Kota Bogor.
Pemerintah Daerah Kota Bogor juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Bogor
Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tatacara Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar layanan
informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik sesuai dengan
Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu diLingkungan Pemerintah Kota
Bogor.

Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap Tahun mengadakan Evaluasi
dan monitoring PPID berupa pengisian materi Kuesioner dan peran serta
digitasliasasi dalam pembangunan.

Kota Bogor pada Tahun 2021 mendapat predikat Kategori Cukup

Informatif, Tahun 2022 mendapat predikat kategori Menuju Informatif, dan pada



Tahun 2023 mendapat Predikat sama yaitu Kategori Menuju Informatif. Hal ini
berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa
Barat, diadakan setiap tahunnya dengan mengisi kuesioner yang disediakan dari
Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat, Kategori Menuju Informatif ini dengan
diraihnya point 89,90, Kategori Cukup Informatif ini juga sesuai target pada
Reinstra 2019-2024 di Kota Bogor

Peningkatan Kapasitas bagi PPID ini dilakukan sebagai salah satu wadah
bagi pengelola PPID dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan informasi
publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, tramnsparant dan
bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pada
kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID ini masih ada Perangkat Daerah yang belum
memenuhi dan paham akan adanya Undang-undang Keterbukaan informasi Publik
ini, untuk itu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Tahun 2023 ada
beberapa kategori informatif diantaranya:
1. Informatif
2. Menuju Informatif
3. Cukup Informatif
4. Tidak Informatif

Pengelolaan keterbukaan informasi Publik ini dapat menjadi acuan dalam
pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Menurut
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Keberadaan Undang-undang
tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum
yang berkaitan dengan :

(1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi;

(2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi
secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana,;

(3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;

(4) Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan
pelayanan Informasi.

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan Pasal 44 (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan
alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat :

a) menghambat proses penegakan hukum;

b) mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan



9)

h)

pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori
dilindungi kerahasiaannya,

merugikan ketahanan ekonomi nasional;

merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri,
mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir
ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu
dirahasiakan. Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pencipta arsip wajib menentukan
prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas
untuk kepentingan pengguna arsip. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi.

B. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Pelayanan Publik;

Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu diLingkungan Pemerintah
Kota Bogor;

Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Standar layanan

Informasi Publik;



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID adalah :

1)

2)

3)

4)

5)

Pemetaan badan publik di dalam pengelolaan pelayanan Informasi Publik di
lingkungan Pemerintah Kota Bogor;

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terhadap hak akses bagi masyarakat;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) dapat
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana);

Badan publik dapat mengetahui kategori informasi publik seperti Informasi
Berkala, Informasi serta Merta, Informasi Setiap saat dan Informasi yang
dikecualikan;

Badan Publik Dapat memutakhirkan Daftar Informasi Publik setiap tahunnya.



BAB Il
PENGOLAHAN DATA

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara
yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena
makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan
negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk
memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan
masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bogor yang dilaksanakan
oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap tahunnya diharapkan dapat
meningkatkan presentase di Kategori Cukup Informatif menjadi Menuju Informatif.
Oleh karenanya diawali dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID Di
Lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang setiap tahunnya dilaksanakan dengan
beberapa proses tahapan untuk tersedianya laporan Keterbukaan Informasi Publik
dan akan diserahkan ke Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat setiap Bulan Maret
diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Penyusunan

3. Tahap Penyelesaian

Dibawah ini adalah Tahapan dalam perencanaan Peningkatan Kapasitas PPID
Tahun 2023 sebagai berikut :

A. Tahap Perencanaan

Pada Tahap ini dibentuk tim PPID yang akan melaksanakan monitoring,
sosialisasi dan evaluasi PPID dengan berdasar kepada Undang-undang No 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu dengan menerbitkan Surat

Perintah dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.



2. | Pengumpulan Data Daftar Maret 2023 2 bulan
Informasi publik

3. | Monitoring dan Evaluasi April-Mei-Juni 3 bulan
Internal 2023

4. | Kunjungan Monev PPID Mei- Juni 2023 2 bulan
internal
Sosialisasi E Monev Propinsi | Juli-Agustus 2023

Pelaksanaan E Monev PPID Juli- Desember 5 bulan
2023
Self assesment KIP Desember 2023

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH
JiIr. Juanda, Mo. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122
Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) B326530
Situs web - https2/kotabogor.go.id Email : setda@kotabogor.go.id

Bogor, 24 Maret 2023

: TOO0M433-Ida Kepada

: Biasa “th. Terlampir
1 di Bogor
: Permohonan Bantuan Data

Berdasarkan Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. disebutkan bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan
sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terdapat penyelenggaraan
Megara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada
kepentingan publik. Dalam rangka mewujudkan penyediaan ketersediaan akses
satu data dan juga menjalankan fungsi pelayanan pengelolaan pelayanan publik
serta dilaksanakannya monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Propinsi
Jawa Barat setiap tahunnya, maka kami menyampaikan permohonan kepada
Bapak/lbu agar dapat melengkapi hal sebagai berikut:

=  Permohonan Pengisian Form Keterbukan Informasi Publik sebagai
Transparansi Dataflaporan selama Tahumn 2022 yang telah teraudit pada
Perangkat Daerah di Portal Data yang dapat di akses melalui
link:hittps//data kotabogor.go.id
= Permchonan Pengisian Form Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di
setiap Perangkat Daerah, baik informasi berkala, setiap saat, sera
merta, ataupun dikecualikan, dapat diakses melalui
limk:
: k el I TWAIOOSaZ A H X TLES1 &
oOcfpp.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pengisian dilakukan paling lambat
tanggal 5 Mei 2023, untuk pertanyaan pengisian form Daftar Informasi Publik
dapat menghubungi sdr- syukri (0896-6553-3325).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara slektronik obeh
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR.

FPembina Utama Madya

Tembusan :
1. Bapak Wakil Walk Kota Bogar

DORLITAEN rd 1130 CHANIERArgars SSCa STk Merourakan Sermial SkITors yang QRerbikan SSE. LUk Memasikan
keasiiareya, shahkan scan DRCode dan pastian diarahian ke alamat hitps:find. ketabogor.go id




LAMPIRAN :

MOMOR  : 700/1433-itda
TANGGAL : 24 Maret 2023
TENTANG: Permohonan Bantuan Data

1. Pih. Inspekiur Daerah
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Dasrah Kota Bagar
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah

&. Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembengan Sumber Daya Manusia
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

8. Kepala Dinas Pariwisata dan

9. Kepala Dinas Permuda dan Olahraga

10. Kepala Dinas Pendidilkan

11. Kepala Dinas Linglungan Hidup

12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak

13. Kepala Dinas Ketshanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor

14_ Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Kepala Dinas Arsip dan Perpusiakaan

18. Kepala Dinas Perhubungan
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
20. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
21_ Kepala Dinas Sosial
22_Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
23_ Kepala Dinas Tenaga Kerja
- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor
25_Kepala Dinas Pemadam Kebakarsn dan Penyelamatan
26_ Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindusirian
27. Kepala Bagian Umum Kota Bogeor Seida Kola Bogor
28_ Kepala Baglan Organisasi Setda Kota Bogor
29. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasd Pimpinan Seida Kota Bogor
30. Kepala Baglan Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kota Bogor
31. Kepala Bagian Pemenntahan Setda Kota Bogor
32_ Kepala Baglan Kesejaheraan Rakyat Setda Kota Bogor
33. Kepala Baglan Administrasi Pembangunan Satda Kota Bogor
34_ Kepala Baglan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bogor
35_ Kepala Baglan Perekonomian Setda Keta Bogor

Dkuman ini telah dandatangans secarm alekronik merggunakan sersfikat shekironik yang dRsrbitkan BSrE. Untuk memastian
easliannya, silahkan scan GRCodE dan pastian diarahikan ke slamal hitps:ind. kotaboge go.id




PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JIIr. Juanda, Neo. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121
Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) B326530
Situs web : https://kominfo.kotabogor.go.id Email : keminfo@kotabogor go.id

Bogor, 05 Mei 2023

- 4807307-IKP Kepada
: Biasa Yth. Terlampir
: 1 berkas di Bogor
- Permohonan Kunjungan Monev

PPID 2023

Sehubungan dengan amanat Undang Undang MNomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka mewujudkan
penyediaan ketersediaan akses data bagi Masyarakat serta menjalankan fungsi
Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka dengan ini kami akan
melakukan Monitoring dan Ewaluasi PRID (Fejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei 2023 (Jadwal
terlampir).

Sehubungan dengan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapakflbu
untuk menerima tim pelaksana kegiatan dimaksud. Informasi lebih lanjut terkait
pelaksanaan kegiatan dapat menghubungi Ria Setiawati HP. 082188453887
(WA).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perkenan dan perhatian
Bapak/lbu, kami ucapkan terima kasikh.

Ditandatangani secara aelekironik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKAS| DAN

Dckumen ini elah dlandatangand secan elekinonik menggurakan serafikat ekkinon; yang dierbitkan BS(E. Uniuk memastkan
keasliannya, silahkan scan ORCode dan pasikan diarahian ke alamat hitpsiind. kotabogor.go id
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MOMOR  : 4B0/307-BP
TANGOAL : 05 Wi 2023
TENTANG : Permahonan Munjungan Monas PPID 2023

. P Inspakiw Daomh
Fepala Badan Kouangan dan Asel Desrah Kola Bogor
Fih. Kepala Badan Pendapaian Daerah
. Kepala Badtan Porencanaan Pembangunan Darah
. Fepala Badan Ketaluan Bangss dan Polik
. Kepala Poaksana Badan Penanggulangan Bencana Dasrah
Hepala Dinas Pariwisata dan KeboSayaan
 Hepala Dinas Pemuda dan Dlahraga
10. Kepala Dinas Pendidian
11. Kapala Dinas Lin ghungan Hidup
12. Kipala Dinas Pam b dayuan Perempuan dan Perincungan Anak
13. Kepala Dinas Hetahanam Pangan dom Permanian Ko Bogor
14. Kopala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan an Terpads Ealu Piniu
15. Kepala Dinas Arsie dan Perpuslakaan
16. Kopala Dinas Pekerjazn Urmem dan Penaisen Ruang
17. Kepala Dinas Hesehatan
18. Kopala Dinas Parhuungan
10. Kiepala Dinas Hependudukan dan Pencatatan Spl Kolm Bogor
2. Kepala Dinas Perumahan dan Permskiman
. Kopala Dinas Sealal
2. Kepala Satian Polisi Pamong Fraja
23, Kapala Dinas Tenaga Koga
Bpaka Dinas Pengondaian Penduduk dan Kekianga Berencana Hom Bogor
Kapala Dings Pemadam Kebakaran dan
Hapals Dinas Mopessl, Usaha Koo, Menengah, Perdagangan dan Peindusinn
Kapala Bagian Proiokol dam Komuniiasi Pimpinan Ssida Kot Bogor
Camat Bogor Tengah
Camat Bogor Selatan
Camai Boger Baral
Camat Bogor Lkana
Camat Bagor Timur
Camat Tansh Sareal

&

5.
8.
7.
8.
0.
an.
.
2.
33.

Dok ird sk S e et GO Earanl Mgk ar. s rfh e stk gty Cteteien 05 Ui reemasie
[smianryE SN B R ocs dan pamikarn duscshkan ke slamad hitpe i hombopor good




PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JiIr. Juanda, Mo. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121
Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530
Situs web : hitps:iikominfo.ketabogor.go.id Email : kominfo@kotabogor.go.id

Bogor, 31 Juli 2023

: BE5/508-IKP Kepada
: Biasa ¥th. Sekretaris Daerah Kota Bogor
21 (=atu) di Bogor
: Hasil Rapat Sosialisasi E-Monew
pada Badan Publik di Jawa Barat
Tahumn 2023

Berdasarkan surat Nomor 221/KI-JBR/ASE/SBMNIN2023, tanggal 14 Juli
2023 Perihal Undangan Kegiatan Sosialisasi E-Monev PPID berbasis elektronik
pada Badan Publik se Jawa Barat, yang diadakan oleh Komisi Informasi Jawa
Barat, sosialisasi ini dihadiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
sebagai PPID Utama pada tanggal 25 Juli 2023, Sehubungan dengan kegiatan
sosialisasi E-monev tersebut bahwa akan dilakukan pemeringkatan Badan
Fublik kabupaten/kota se Jawa Baral, sesuai dengan penerapan Undang-
undang Momor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. E- Monew
ini memiliki tema "Mendorong Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk
Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat". Kegiatan ini berkolabolasi dengan
Komisi Informasi Pusat yang dilaksanakan secara serentak se Indonesia pada
tanggal 07 Agustus 2023, untuk pelaksanaan penilaiannya ada berbagai
tahapan yang harus dilalui yaitu diantaranya:

Tahap Sosialisasi (25 Juli 2023)
Tahap Pengentrian Data (26-31 Agustus 2023)

Tahap Verifikasi Data (1 -22 September 2023)

Tahap Visitasi dan Presentasi {Bulan Oktober 2023)

Tahap Penilaian (Bulan Movember 2023)

Penganugrahan Badan Publik yvang terbaik {Desember 2023)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, sebelumnya pada Tahun 2021 Kota
Bogor telah mendapat Predikat Cukup Informatif dan Pada Tahun 2022 naik
satu predikat menjadi Menuju Informatif. Kami mengharapkan Organisasi
Perangkat Daerah yang ada di Pemerintan Kota Bogor uniuk dapat mendukung
E-Monew dalam hal Tranparansi Data sebagai perwujudan dari Undang-Undang
Mo 14 Tahun 2008 dan Peraturan Wali Kota Bogor Mo 70 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelayanan Informasi Publik. Besar harapan kami agar Kota Bogor
mendapat Predikat Inforrmatif.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas Arahan dan kerjasamanya kami
ucapkan terimakasih.

Ditandatangan secara elaktronik oleh
PLH.HEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIFA,

Dckumen ini ielah ditandatangani secam elekironik menggurakan sersfikat elekinonil yang dierbitkan BSME. Untuk memastkan
ttpe find kosaiogoe go

ksasiianeya, silabkan scan ORCode dan pastikan diarahian ke alamat g0

Pembing Tingkat |

Tembusan .

1. Bapak Wali Kota Bogar

2. Kapala Bagian Organisasi Seida Kota Bagar

3. Kepala Bagian Prolokol dan Kemunikasi Pimpinan

4. Keapala Bagian Pemerinishan

&, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

6. Kapala Bagian Perekonomian

7. Kapala Dinas Pendidican

B. Keapala Dinas Kesshalan

9. Kepala Dinas Sosial

10. Kepala Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Tespady Saty Pirly
11. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan

12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dasrah

14. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Diaya Marwsia
15. Kepala Badan Keuangan dan Asel Dasrah Kola Begor
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PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH
JIL Ir. Juanda. No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122
Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530
Situs web : https://kotabogor.go.id Email : setda@kotabogor.go.id

Bogor, 13 September 2023

500.12/4711-Diskominfo Kepada
Sifat Biasa ¥th Terampir
Lampiran : 1 (Satu) di Bogor
Hal : Sosialisasi PPID di Pemerintah

Daerah Kota Bogor

Mengingat pentingnya perihal keterbukaan informasi publik/PPID
sebagaimana diatur melalui UU nomor 14 Tahun 2008 bahwa Badan Publik
wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang
berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, kami
mengundang Bapak/lbu untuk hadir dalam acara Sosialisasi Keterbukaan
Informasi Publik/PPID pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 September 2023

Pukul : 13.00-Selesai

Tempat : Paseban Surawisesa

Acara : Sosialisasi PPID di Pemerintahan Kota Bogor

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami
ucapkan terimakasih

Ditandatangani secara elekironik oleh
frrm| SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

DR. IR. HJ. SYARIFAH SOFILAH D.. M.SI.
Pembina Utama Madya

Dokumen ini telah i secara slekironik. mmrsficat slekironi yang diterbitkan BSrE_ Untusk memastikan

citanciatangani ¥
keaskannya, slahkan scan GRCode dan pastikan darahkan ke alamal hitps iftnd kotabogor. go.id

LAMPIRAN :

NOMOR  : 500.12/4711-Diskominfo
TANGGAL : 13 Seplember 2023
TENTANG : Sosialisasi PPID di Pemarintah Daarah Kota Bagor

1. Inspekiur Daerah
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
3. Kepala Badan Pendapatan Daarah
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
B. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
9. Kepala Dinas Pendidikan
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16. Kepala Dinas Kesehalan
17. Kepala Dinas Perhubungan
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencalatan Sipil Kota Bogor
19. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
20. PlLKepala Dinas Sasial
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
22. Kepala Dinas Tenaga Kerja
23. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor
24. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamalan
25. Direktur RSUD Kota Bogor
26. Plh.Kepala Dinas Koparasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
27. PIL. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
28. Camat Bogor Tengah
29. Camal Bogor Salatan
30. Camat Bogor Barat
31. Camat Bogor Utara
. Camat Bogor Timur
. Camat Tanah Sareal
. PIL Lurah Balumbang Jaya
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PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL Ir. Juanda, No. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121
Telp. (0251) 8334949, Faksimile -
Situs web : https://kominfo_kotabogor.go.id Email : kominfo@kotabogor.go.id

Bogor, 06 Desember 2023

500.12.6.5/863-1KP Kepada
Biasa Yth. Terlampir
di Bogor
: Self Assesment Keterbukaan
Informasi Publik Pada Perangkat
Daerah

Dengan hormat,

Sehubungan dengan komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam
mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, kami
mengundang seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
untuk berpartisipasi dalam tiga kegiatan di bawah ini :

1. Self Assessment Keterbukaan Informasi Publik:

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, kami mengundang Bapak/Ibu untuk
mengisi kuesioner self assessment terkait keterbukaan informasi publik.
Kuesioner ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi
undang-undang tersebut telah dijalankan dan untuk merumuskan
langkah-langkah perbaikan yang diperiukan.

. Assessment Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR:
Kami juga mengundang Bapak/lbu untuk berpartisipasi dalam penilaian
terkait penggunaan SP4N LAPOR! dalam menanggapi pengaduan
masyarakat. Evaluasi ini akan menjadi landasan untuk meningkatkan
efisiensi dan kualitas respons terhadap pengaduan masyarakat.

. Melengkapi isian Daftar Informasi Publik:
Selain itu, mohon untuk mengisi daftar informasi publik yang telah
dicantumkan. Daftar ini mencakup informasi-informasi yang wajib
dipublikasikan sesuai ketentuan undang-undang.

Petunjuk Pengisian:

1. Silakan mengisi kuesioner self assessment melalui tautan berikut :
° Self Assessment Keterbukaan Informasi Publik

o Self Assessment SP4N LAPOR!

o Isian Daftar Informasi Publik : :

2. Isilah kuesioner tersebut dengan jujur dan seobjektif mungkin
berdasarkan kondisi aktual di perangkat daerah Bapak/lbu.

3. Kuesioner diisi paling lambat tanggal 05 Januari 2024.

4. Hasil dari kedua penilaian ini akan menjadi bahan evaluasi untuk
perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan partisipasi Bapak/lbu, diharapkan tercipta lingkungan

Dokumen ini telah Atandatangans secan elekironik menggurakan sersfikat clekironik yang dierbitkan BSIE. Untuk memastikan
keasianrya, silahkan scan ORCode dan pastian diarahian ke slamat hitps:(ind. kotabogoe.go id

pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Demikian surat edaran Ini disampalkan untuk menjadi perhatian dan
diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama yang
baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

eell Ditandatangani secara elekironik oeh :
[ KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BOGOR,

Pembina Utams Muda
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: 50012 6.5/B63-1KP
TANGGEAL : 06 Desember 2023
TENTAMG : Salf Assesment Keterbukaan Informasi Publik Pada Perangkat Daerah

1. inapekiur Deerah

2. Sekretaris DPRD Kota Bogor

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor

4_ Kepala Badan Pendapatan Daerah

5. Kepala Badan Perencansan Pembangunan Daerah

6. Kepala Badan Kepegawasaian dan Pengembangan Sumiber Daya Manusis
7. Kepala Dinss Pariwisata dan Kebudayaan

8. Kepala Dinas Permwda dan Olahraga

9. Kepala Dinas Pendidikan

10. Kepala Dinas Linglwngan Hidup

11_ Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pedindungan Anak
12_ Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor

13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14_ Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan

15. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kota Bogor

16. Kepala Duinas Pekeraan Urmem dan Penataan Feang

17. Kepala Dunas Keasshatan

18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

19. Kepala Dinas Perumaihan dan Permukiman

20. Kepala Sabean Polisi Pamong Praja

21_ Kepala Dinas Tenaga Kerja

22 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor
23_ Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamsatan

24_ Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Penndustrian
25 Pht.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

26_ Pht. Kepala Dinas Perhubungan

27_ Phit. Kepala Dinas Saosial

28_ Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

29_ Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

30_ Camat Bogor Tengah

31_ Camat Bogor Selatan

32_ Camat Bogor Barat

33 Camat Bogor Utara

34_ Camat Baogor Tirmur

35 Camat Tanah Sareal

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JIL Ir. Juanda, Mo. 10, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121
Telp. (0251) 8321075, Faksimile (0251) 8326530
Situs web : https:fikominfo.kotabogor.go.id Email : keminfoi@kotabogor.go.id

SURAT PERINTAH
NOMOR 800/Sprint 306-1KP

: Bosialisasi, Monitoring dan Evaluasi PPID Tahum 2023 ke Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor

MEMERINTAHKAN :
: Terlampir

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah sebagai
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bogor
yang akan melakasanakan Sosialisasi, Monitoring dan
Evaluasi ke Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota
Bogor yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023 s/d
selesai (jadwal terlampir).

. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta
melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 05 Mei 2023

Ditandatangan| secara elektronik oleh @
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Susunan Organisasi PPID

STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Walikota Bogor

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Tim Pertimbangan
Pelayanan Publik

Ketua : Seketaris Daerah

Anggota :
. Inspektur Atasan PPID
. Kepala Bagian Protokol
dan Komunikasi
Pimpinan

. Kepala Bagian Hukum

. Kepala Dinas Arsip dan
Perpustakaan

. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika

Pejabat Fungsional/
Pejabat Informasi
Pengelolaan
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DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

UNTUK MENGAKTIFKAN ATAU UPDATE NIK
CUKUP MENYERAHKAN
FC KK ATAU FC KTP

LANGSUNG BOLEH PULANG ( TIDAK PERLU DITUNGGU )

LAYANAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN :
® LEGALISIR DOKUMEN
® UPDATE/KONSOLIDASI DATA

SP : 10 MENIT SELESAI
LAYANAN GRATIS

DOKUVEN

Akta Kelahiran

Akta Kematian
Katipan Kedua
kta Perkawinan

Akta Perceraian
Online KTP
Online KIA
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DISPORA

DISPARBUD

B. Tahap Penyusunan Laporan
Dibawah ini adalah Hasil dari Monitoring dan Evaluasi PPID, dimana Self
Assesment perihal Keterbukaan Informasi telah dibagikan kepada Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.



SELF ASSESNMENT KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH,
IMPLENMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN
2074 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BOGOR TAHUN 2023

Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan permohonan informasi publik. Layanan Informasi Publik
Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikas! dan Informatika Kota Bogor. menyelenagarakan
Monitoring dan Evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIFP) di seluruh satuan kerja perangkat dacrah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Terkait dengan
Tujuan tersebut kami Mmohon bantuan Saudara selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
FPelaksana mengisi kuesioner sebagai berikut -

Nama Perangkat Daerah ~
<) Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
) Badan Kesatuan Bangsa dan politik
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daecrah

Badan Pendapatan Dacrah

Melalui apa permohonan informasi yang paling banyak diajukan di Perangkat Daerah
Saudara

|| pDatang Langsung
] Media Sosial
( Website/email
] sms/Telp
Aplikasi Pengaduan

[] other..

Jenis Informasi apakah yang paling banyak diminta oleh Pemohon Informasi
] Berkala

| Setiap Saat
| Serta Merta

| Dikecualikan

1 Tidak ada

Sebutkan berapa jumlah permohonan yang diterima, ditolak dan tidak disikapi, berikan
alasannya apabila permohonannya ditolak dan tidak disikapi

Short-answer text

Apakah instansi/Perangkat Daerah saudara sudah menyediakan/ sudah dilengkapi, pilih
sesuai kondisi pada Perangkat Daerah saudara

D Papan Informasi/ Anjungan Informasi/Banner Informasi
Meja Pelayanan Informasi
Form permohonan Informasi
Form penolakan informasi
Form Keberatan informasi
Form Pemberitahuan Tertulis
Staf khusus Pelayanan Informasi Publik
Buku Register Pelayanan Informasi, yang memuat daftar pemohonan informasi
Anggaran Khusus PPID

Other...
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Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di instansi, pilih yang sesuai kondisi di *
Perangkat Daerah saudara, apakah sudah tersedia

D Standar Operasional Prosedur
[ standar Pelayanan
D Standar Biaya Pelayanan

[ SK Penunjukan Pengelola PPID

(] other..

Apakah di instansi/Perangkat Daerah saudara memiliki tenaga/staf yang mendukung kinerja *

PPID, Pilih sesuai kondisi di Perangkat Daerah saudara
D Tenaga Desainer

[ Tenaga Penulis

D Tenaga IT

(] other..

Apakah instansi/Perangkat daerah saudara selama tahun 2023 pernah mengalami Sidang
Sengketa Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat

O va




Pihak manakah yang sering mengajukan permohonan informasi pada Perangkat Daerah saudara
56 responses

Perorangan 49 (87.5%)
Pelajar 30 (53.6%)
mahasiswa 51 (91.1%)
Lembaga Sosial Masyarakat
Lembaga Bantuan Hukum 5 (8.9%)
Media Massa/wartawan 20 (35.7%)
3 (5.4%)
Kelurahan 3 (5.4%)
Media Sosial li—1 (1.8%)
OPDl—1 (1.8%)
Masyarakatli—1 (1.8%)
Kementerian/Lembaga/pem... 1 (1.8%)
Unsur pekerja d perusahaan li—1 (1.8%)
MASYARAKAT i1 (1.8%)
Kader dan Pemangku wilayah li—1 (1.8%)
instansi pemerintah li—1 (1.8%)
Pengguna layanan Puskesmas li—1 (1.8%)
Kader, Pemangku wilayah li—1 (1.8%)

Berapa total jumlah permohonan informasi yang diterima pada Perangkat Daerah Saudara, sejak

Januari-Desember 2023 baik secara Lisan maupun Tertulis
56 responses

6 (10!.7%) 5(8,9%)

4(7.1%)

3 (531(5'4%) 3(54%) 3(5.4%)
2](3.6%) 2 (3.6%) 2 (32(316%)

2
1.(1.8%)] El(1.8%) Bl1.8%) Bl1.8%1(11201:3¢1 1201 83¢118%1] (1 3(112(1:8% 1] (1 BARA B RABAB18%)Y El(113¢1:8
350

Melalui apa permohonan informasi yang paling banyak diajukan di Perangkat Daerah Saudara
56 responses

Datang Langsung 44 (78.6%)
Media Sosial 43 (76.8%)
Website/email 24 (42.9%)
SMS/Telp 16 (28.6%)
Aplikasi Pengaduan 20 (35.7%)
Whatsapp 2 (3.6%)
wa 1(1.8%)
Wa centre 1(1.8%)
WA Centre
whatsapp




Jenis Informasi apakah yang paling banyak diminta oleh Pemohon Informasi

56 responses

Berkala 30 (53.6%)
Setiap Saat 23 (41.1%)
Serta Merta 17 (30.4%)
Dikecualikan

Tidak ada 1 (1.8%)

Berapa jumlah masing-masing jenis permohonan informasi yang masuk pada Perangkat Daerah

saudara, baik berkala, setiap saat, serta merta maupun dikecualikan
56 responses

6 (1&7%) 5(8,9%)
Y7 1%) 4(71%)
B31(5.4%) 3 (5.4%)

2 (3.6%) 121(3.6%) 2 (3.6%)

2
1 (1131:8%1)(1.8%)] kil(1.8%)] Eil(1.8%)) Eil(11211e(1:8%)] Bl(112(11E(HEAAAEMEAARAEMEAARAEMEAARAEIE(112(A:8

Berkala 265 setia... Serta Merta 2113...
200 Berkala= 265, se... d...

Tindak Lanjut terhadap Permohonan Informasi baik yang datang langsung ataupun via

email/medsos/aplikasi dari Pemohon Informasi Publik kepada Perangkat Daerah
56 responses

@ Diterima
@ Ditolak
@ Tidak Disikapi
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Sebutkan berapa jumlah permohonan yang diterima, ditolak dan tidak disikapi, berikan alasannya

apabila permohonannya ditolak dan tidak disikapi
56 responses

4

4 (741 %) 4 (74
31(5.4%) 3

1%)
(5.4%) 3 (5.4%)

3

21(3.62:(3.6%) 2 (3.6%)

1[(1.8715(1.41:8%) WAL 1B ALALALAEALACAL RLACACAERE AT (12815(1.8

120 310 Diterima: 34 ditolak:... t
32 yang diterima Belum ada Bipartit Semua diterima da...

Apakah instansi/Perangkat Daerah saudara sudah menyediakan/ sudah dilengkapi, pilih sesuai

kondisi pada Perangkat Daerah saudara
56 responses

Papan Informasi/ Anjungan |... 50 (89.3%
Meja Pelayanan Informasi 45 (80.4%)
Form permohonan Informasi 24 (42.9%)
Form penolakan informasi 8 (14.3%)
Form Keberatan informasi 7 (12.5%)
Form Pemberitahuan Tertulis 13 (23.2%)
Staf khusus Pelayanan Infor... 32 (57.1%)
Buku Register Pelayanan Inf... 24 (42.9%)
Anggaran Khusus PPID
status wa
Website melalui Form Secar...
Data
Untuk 1(1.8%)
petugas rangkap tugas untu... 1(1.8%)
belum ada 1(1.8%)
Pengaduan tertulis (1.8%)
staf khusus pengelola web site 1(1.8%)
1(1.8%)

Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik di instansi, pilih yang sesuai kondisi di

Perangkat Daerah saudara, apakah sudah tersedia
56 responses

Standar Operasional Prosedur 47 (83.9%)
Standar Pelayanan 32 (57.1%)
Standar Biaya Pelayanan 23 (41.1%)
SK Penunjukan Pengelola PPID 18 (32.1%)
Melayani sesuai tusi masing-m...
SK SIPP (Saluran Informasi da...

belum ada




Apakah di instansi/Perangkat Daerah saudara memiliki tenaga/staf yang mendukung kinerja PPID,

Pilih sesuai kondisi di Perangkat Daerah saudara
56 responses

Tenaga Desainer
Tenaga Penulis 11 (19.6%)
Tenaga IT 31 (55.4%)
Di puskesmas ada tenaga s... 1(1.8%)
Ka Tu dan staf 1(1.8%)
Non ASN Statistisi & PWK 1(1.8%)
tenaga rangkap tugas 1(1.8%)
TIDAK ADA 1(1.8%)
tdk ada 1(1.8%)
pejabat fungsional kesehatan 1(1.8%)
Tenaga Rekam Medik 1(1.8%)
DIPLOMA 1(1.8%)
tenaga promkes 1(1.8%)
Belum ada 1(1.8%)
Tidak ada 1(1.8%)
tenaga fungsional yang dibe... 1(1.8%)
jabatan fungsional yg di beri... 1(1.8%)
promkes 1(1.8%)
Belum 1(1.8%)
Tidak Ada 1(1.8%)
Tenaga Promkes 1(1.8%)
belum ada 1(1.8%)
manager on duty (MOD) 1(1.8%)

Apakah instansi/Perangkat daerah saudara selama tahun 2023 pernah mengalami Sidang Sengketa

Informasi di Komisi Informasi Jawa Barat
56 responses

@ YA
@ TIDAK
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Media Sosial manakah yang digunakan Perangkat Daerah sebagai sarana aktif untuk

penyebarluasan informasi

56 responses

Instagram
Youtube
Twitter / X
Facebook
Website

Aplikasi Pengaduan

tiktok

What app

Status Whatsapp dan website
whastapp, website

Spanduk, benner , informasi...
Whatsapp

IG, Aplikasi Bogor Kerja
Website dan WhattSap
Webbsite

WEB PUSKESMAS BOGOR...
whatsapp

1(1.8%)
1(1.8%)
1(1.8%)
1(1.8%)
1 (1.8%)
1(1.8%)
1(1.8%)
1(1.8%)
1(1.8%)
1(1.8%)

27 (48.2%)

)
33 (568.9%)

20 40

56 (100%)

60

Apakah Perangkat Daerah saudara memiliki admin pengelola media social(instagram, FB, Twitter,

youtube) sebutkan jumlahnya
56 responses

@ 1orang
@® > 1orang
@ Tidak ada

Apakah Perangkat Daerah saudara aktif melaksanakan Publikasi di Website. Pilih sesuai kondisi di
Perangkat Daerah

56 responses

Memiliki Website
Website aktif
Menampilkan data struktur o...

49 (87.5%)
51 (91.1%)
35 (62.5%)

Menampilkan agenda kegiat...
Menampilkan kontak penang...
Menampilkan berita kegiatan...
Menampilkan laporan kinerja
Menampilkan perencanaan...
Memuat kolom pengaduan...
Menampilkan daftar permoh...
Menampilkan formulir permo...
Menampilkan jenis informasi...
website memiliki link dengan...

29 (51.8%)
33 (58.9%)

22 (39.3%)
13 (23.2%)
30 (53.6%)
12 (21.4%)
12 (21.4%)
17 (30.4%)
33 (58.9%)

20 40

45 (80.4%)




Apakah instansi/Perangkat Daerah saudara bekerja sama dengan Media dalam penyebarluasan

informasi untuk mendukung keterbukaan informasi
56 responses

Media Cetak 14 (25%)
Media Cetak online 17 (30.4%)
Media TV
Radio 9 (16.1%)

Tidak pernah kerjasama 34 (60.7%)

40

Berapakah jumlah rilis/berita yang dihasilkan dengan adanya kerjasama media terkait pelaksanaan

kegiatan di instansi/perangkat daerah saudara selama tahun 2023
56 responses

@ 1 - 12 kali dalam 1 tahun
@ < 12 kali dalam 1 tahun
@ > 12 kali dalam 1 tahun
@ Tidak Pernah

Apabila rilis berita yang dihasilkan pada media lebih dari 12 kali, sebutkan berapa jumlah rilis
tersebut

56 responses

20

2 (3.6%) 2 (3.6%)
(1.81¢(1.81¢(1.81¢(1.8%) | 1 (1.81¢(1.8%) | 1 (1.81¢(1.81¢(1.8%




Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama Kegiatan Publikasi dalam menunjang

penyebarluasan informasi
56 responses

Memasang advertorial di koran/
tabloid/majalah
Menyelenggarakan dialog
interaktif di radio
Menyelenggarakan dialog
interaktif di televisi

Memasang lklan Layanan
Masyarakat di radio

Memasang lklan Layanan
Masyarakat di televisi

14 (25%)
18 (32.1%)

2 (3.6%)

1(1.8%)
tidak pernah 28 (50%)

30

Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama media di bidang surat kabar

56 responses

Radar Bogor 23 (41.1%)
Inilah Bogor 9 (16.1%)
Bogor Today 8 (14.3%)
Metropolitan 8 (14.3%)
Pakuan Raya 5 (8.9%)
tidak ada 6 (10.7%)
Tidak 5 (8.9%)
- 4 (7.1%)
tidak 4 (7.1%)
Tidak ada 4 (7.1%)
belum 2 (3.6%)
tidak ada kerjasama 1(1.8%)
Berita Jejaring, Bogor Daily,... 1(1.8%)
Tidakada 1(1.8%)
Liputan perkegiatan 1(1.8%)
0 1(1.8%)
RADIO MEGASWARA 1(1.8%)
radio megaswara 1(1.8%)
1(1.8%)
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Apakah Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama media online
56 responses

Tribun News
Pojoksatujabar 6 (10.7%)
Antaranews 4 (7.1%)
Detik.com 2 (3.6%)
Heibogor 8 (14.3%)
tidak ada 6 (10.7%)
- 5 (8.9%)
Tidak 6 (10.7%)
Tidak ada 4 (7.1%)
tidak 3 (5.4%)
belum 2 (3.6%)
2 (3.6%)
tidak kerjasama
Berita Jejaring, Bogor Dail...
TIDAK ADA
Liputan perkegiatan
Belum tahu
bogordaily.net
tidak tahu
0
Tidak pernah
TIDAK
tdk ada 1(1.8%)
Kobra Post 1(1.8%)
Bogor Chanel,Bogor Onlin... 1(1.8%)
bogor daily, bogor 24 upd... 1(1.8%)

0 2

Apakah instansi/Perangkat Daerah saudara pernah melaksanakan kerjasama dengan Radio

(melaksanakan Dialog Interaktif/Pemasangan lklan Layanan Masyarakat)
56 responses

17 (30.4%)

Megaswara 15 (26.8%)

Sipatahunan 34 (60.7%)




Berapa kali instansi/Perangkat Daerah saudara melaksanakan kerjasama dengan Radio
56 responses

@ 12 kali dalam setahun
@ < 12 kali dalam setahun
@ > 12 kali dalam setahun
@ tidak ada

@1

. z

® tidak pernah

@ Tidak tahu

13V

Apakah instansi/Perangkat Daerah Saudara menggunakan Publikasi Kegiatan dengan media lain
56 responses

Spanduk 51 (91.1%)
Brosur 32 (67.1%)
Baliho 11 (19.6%)
Leaflet 46 (82.1%)
Media Sosial 1(1.8%)
1(1.8%)
: 1(1.8%)
Videotron 1(1.8%)
Website 1(1.8%)
melalui fb dan ig 1(1.8%)
flyer 1(1.8%)
Melalui medsos 1(1.8%)
Running text 1(1.8%)
Tidak
Media Online
media sosial 1(1.8%)

Apakah dalam Sosialisasi Kegiatan Instansi/Perangkat Daerah saudara kepada masyarakat

menggunakan Bentuk Komunikasi secara langsung
56 responses

Seminar

Sosialisasi 54 (96.4%)

Bimbingan teknis 28 (50%)




Berupa apakabh isi pesan kegiatan di Perangkat Daerah saudara dalam melaksanakan

penyebarluasan informasi kepada masyarakat
56 responses

Produk Hukum
Sosialisasi Program
Himbauan Kegiatan

Lomba
Lowongan kerja
Informasi Pelayanan

pesan edukasi kesehatan
Jadwal kegiatan
Edukasi, Jadwal Program

1 (1.8%)
1 (1.8%)
1 (1.8%)
1 (1.8%)
1 (1.8%)
1 (1.8%)
1 (1.8%)

14 (25%)

38 (67.9%)

52 (92.9%)

38



informasi. apakak informasi
dizediakan pada web OFD

Sebutkan Link webzite
pada OPD

Ringkazam
informasi Publik

Pilik =alak

satw seswai
kttp=:MNppid kotabogor. AW sesmA

apdi konzekuesi di

oFrD

Tahun{waktw
buatan
Informasi
a. 2020

wang tersedia untuk
publik bi

pada web site
OPD scbhutkan

kttp=-MNppid kot

abogor.goidli

dex_phpldocslin
dex002
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Perangka Sebutkan | Klasifikasi disediakan informasi, apakah | Retensi Bentuklnformam yang Iahunfw Link
Ringkasan informasi Publik | Link Rexkala Setlap Serta |Dikecuali| Arsip Cetak informasi
Daerah,-'P wehs te Merta kan Selama Pembuat apakah

Pilih salah satu
Contoh ’ sesuai dengan uji
konsekuesi di OPD

Informasi tentang Tata Cara
Pengumuman Informasi Publik
yang diumumkan serta merta
danfatau  Informasi  yang
berpotensi mengancam hajat
hidup  orang  banyak dan
ketertiban umum

1 Layanan tanggap darurat
ben(ana

-- 2.Pantauan Bencana

Transparansi Ringkasan Data yang
telah teraudit Tahun 2022
Dimohon untuk DIUPLOAD DI
'WEB SITE PERANGKAT DAERAH
dan PORTAL DATA

T pw
-—-------—--
T hmeow

4. Laporan Keuangan Pemermtuh
Dueruh

[ TN I N S I N N NN N A
------------
| gm0 [ 0 [ 0 ] ]
ks 0 [ [ ]
[ ewewe [ [ ]
N I "N N I N N BN D
N I 7S N I N N BN N
e 0 1 [ 1 [ 1 [ ]
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Daftar Informasi Pablik Yang Ditetep sclama Tahes 2023 berdasarkan Per Informasi
di Lingkungan Femerintak Kota Bogor

HPE [Harga Perkiraan
dirian]

dungi data

ZUI0 dan Din

n

minfa

o . OF
Biapeda, OLH, Di

Tidak terbakas

nik! [TE DEMPTSE
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‘Dinas Kesehatan

DPMPTSP
Disdukcapil
BKPSDM

'Kecamatan Bogor Timur
DPUPR

BKAD

Disperindagkop

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas komunikasi dan
Informatika

N

© 00 ~N o 01 AW
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Dinas Kesehatan

DPM PTSP

DPUPR

Dinas Pendidikan
Dinas Sosial

BKPSDM

Disdukcapil
Bapeda
BKAD

Bapenda

Meja pelayanan informasi 35 35 100 %
publik

informasi

Papan Pengumuman 25 35 80,64%
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Sarana khusus bagi
pemohon informasi yang
berkebutuhan khusus

Standar biaya memperoleh
informasi publik

Maklumat Pelayanan
informasi publik

51,61%

58,06%

58,06%

Formulir permohonan
informasi publik

Buku registrasi pencatatan
permohonan informasi
publik

Tanda bukti permohonan
informasi publik

Format pemberitahuan
tertulis sebagai jawaban atas
permohonan informasi

Format surat keputusan
PPID tentang penolakan
permohonan informasi

Formulir keberatan
Buku Register Keberatan

Format Tanggapan atasan
PPID atas keberatan

Penetapan PPID tentang
klasifikasi informasi yang
dikecualikan beserta hasil
pertimbangan tertulis yang
telah dilaporkan dan
mendapat persetujuan
pimpinan badan publik

18

45,16%

58,06%

58,06%

29,03%

48,38%

38,70%
58,06%

38,70%

58,06%

Sistem pelayanan informasi
dan dokumentasi yang
terintegrasi untuk mengelola
informasi publik secara baik
dan efisien sehingga diakses
dengan mudah

Membuat, dan
menyampaikan laporan PPID
kepada PPID Utama

12

58,06%

38,70%




| Ya 29 | 80,55%
| Tidak 6 | 16,67%

Kurang dari 100

100 sd 500

Lebih dari 500
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Pelayanan informasi public pada badan publik dalam hal Permintaan
Informasi Publik baik yang dikabulkan maupun tidak,badan public dalam hal
ini PPID memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat
dan mengetahui Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai
dengan Standar Pengumuman, dimana pemohon informasi dapat meminta
informasi ke meja informasi dengan mengisi register permohonan informasi
kepada petugas informasi di badan publik.Persentase diatas diambil dari
rata-rata jumlah permohonan informasi di Perangkat Daerah yang melayani

Pelayanan Publik.

C.6. Sikap Perangkat Daerah Terhadap Permohonan Informasi

SIKAP TERHADAP JUMLAH PERSENTASE
PERMOHONAN PERMOHONAN (%)
INFORMASI INFORMASI
36 100%
Dipenuhi
0 0
Ditolak
0 0
Tidak Disikapi

Permohonan informasi sebagai contoh pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bogor sepanjang tahun 2022, tercatat ada 6 permohonan

informasi dengan presentase sebanyak 100% yang diajukan oleh masyarakat.

C.7. Petugas Administrasi

MEMILIKI JUMLAH OPD PERSENTASE
PETUGAS
Ya 36 100 %
Tidak

Perangkat Daerah sebagai PPID Pelaksana diwajibkan memiliki petugas
administrasi untuk mencatat dan meregister Permohonan Informasi yang
masuk, dan melaporkan hasilnya kepada PPID Utama setiap tahun.
Berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 487.45-558 Tahun 2020
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di

Lingkungan Pemerintah Kota Bogor bahwa yang melaksanakan tugas



perbantuan pada PPID adalah yang memiliki Jabatan Perencanaan dan
Pelaporan pada PPID Pelaksana(Badan Publik).

C.8. PPID Aktif

Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat mengharapkan hubungan
yang transparan serta interaktif dua arah. Transparansi informasi pemerintah
dikelola dan diawasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID).Transparansi pemerintahan diperkuat dengan adanya Undang-
Undang No. 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong
setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu,
biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. PPID juga bertugas
menyediakan informasi bagi masyarakat atau pemohon. Dibawah ini PPID
yang aktif di Lingkungan Kota Bogor sebagai berikut:

PPID Aktif JUMLAH OPD PERSENTASE
YA 35 100%
TIDAK - -

Dengan rumus Jumlah PPID aktif x 100 =35 x 100=100%
Jumlah total PPID 35




BAB Il
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Sengketa Informasi Publik diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara
Badan Publik dengan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak
memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai
pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan hambatan-
hambatan, Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta, serta
masyarakat tidak puas atas perlakuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah
terjadi sengketa informasi.

Sengketa informasi publik mulai terjadi jika Pemohon informasi mengajukan
keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
atau petugas pelayanan informasi di sebuah badan publik. Ada beberapa faktor
sehingga Pemohon informasi mengajukan keberatan ke atasan PPID. Faktor-faktor
ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab terjadinya sengketa informasi publik.
Faktor tersebut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

Tidak disediakannya informasi berkala;

Tidak ditanggapinya permintaan informasi;

Permintaan informasi di- tanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

Tidak dipenuhinya permintaan informasi;

Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

RN

Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-
Undang ini.

Alasan sebagaimana dimaksud angka 2-7 di atas dapat diselesaikan secara
musyawarah oleh kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), penyelesaian sengketa informasi
publik melalui proses tingkatan sebagai berikut:

1. Tingkat internal badan publik diselesaikan melalui mediasi;
2. Tingkat Komisi Informasi melalui cara mediasi dan/atau Ajudikasi Non

Litigasi



3. Tingkat Pengadilan melalui Gugatan/keberatan atas Putusan Komisi
Informasi. Proses penyelesaian tersebut harus dilakukan secara
bertingkat, jika tidak selesai di proses pertama maka lanjut ke proses
berikutnya begitu sampai terakhir.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa informasi publik di internal badan
publik merupakan tahap awal dari penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian
sengketa secara internal ini merupakan syarat yang harus ditempuh oleh setiap
pemohon informasi sebelum memasuki penyelesaian sengketa melalui Komisi
Informasi. Pengajuan Surat Keberatan oleh Pemohon informasi kepada atasan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/ badan publik merupakan
awal dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi.

Dalam proses menunggu jawaban surat keberatan tersebut sebenarnya
adalah kesempatan bagi badan publik untuk menjelaskan kepada Pemohon soal
kenapa sebuah informasi tidak diberikan atau diabaikan, diharapkan terjadi
komunikasi intensif antara Pemohon dan badan publik untuk bermusyawarah agar
menemukan solusi terhadap sengketa yang terjadi sehingga hak-hak Pemohon
bisa terpenuhi dan badan publik juga bisa menunaikan kewajibannya sesuai
perintah undang- undang.

Terkait sengketa informasi publik, terdapat 2 (dua ) sengketa informasi public
yang diselesaikan melalui mediasi penyelesaian sengketa informasi pada tingkatan
Komisi Informasi Tahun 2023. Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya
sampai pada tingkat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 2 (dua) perkara sengketa
informasi di tingkat Pengadilan Komisi Informasi.

Terkait sengketa informasi publik, semuanya dapat diselesaikan sehingga 2
kasus pada penyelesaian sengketa informasi hanya berlanjut mediasi hanya pada
tingkatan Komisi Informasi. Adapun sengketa informasi yang penyelesaiannya
sampai pada tingkat Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap (inkracht), dengan rincian sebagai berikut:



KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERNYATAAN HASIL MEDIASI
No.Reg: 2220/K-A19/PSI/KI-JBR/V1/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 13 bulan September tahun 2023, bertempat di Kantor Komisi
Informasi Provinsi Jawa Barat, telah dilakukan mediasi sengketa informasi publik, antara:

Nama . Aliansi Perduli Indonesia Jaya (API])

Alamat . Gedung Topad 10, JI. Jend. Ahmad Yani, Kav. 7 Kel. Utan Kayu Utara, Kec.
Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Dalam hal ini dihadiri oleh Parluhutan Simanjuntak selaku Ketua Umum Aliansi Perduli
Indonesia Jaya (API]).

dan untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.
Terhadap

Nama :  PPID Pemerintah Kota Bogor

Alamat . JLIr.H.Juanda No.10, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah,
Kota Bogor, Jawa Barat 16121

Dalam hal ini dihadiri oleh Yulia Anita Indrianingrum, S.H., M.Sc,

dan untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Adapun informasi yang dimohonkan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa
Informasi pada tanggal 29 Mei 2023 adalah:

Informasi anggaran dan realisasl program Tahun anggaran 2021, masing-masing Kecamatan,

Kelurahan/Desa dan RT/RW

1. Bantuan Langsung Tunai

2. Kartu sembako BPNT PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos
Usulan Daerah, Kartu Sembako BPNT Reguler

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

4. Bantuan sembako kemiskinan ekstrim

Terkait dengan perihal tersebut, API] mengajukan permohonan permintaan data untuk masing-
masing program diatas
1. Anggaran keempat program diatas untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan
RW/RT
2. Realisasi keempat program diatas untuk masing-masing Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW.

Sekretariat: Jalan Turangga No, 25 Bandung - 40263 | Telp/Fax. (022) 73511656
Kontak Pelayanan Sengketa via email: sengketakipiabar@jabarprov.go.id - sengketakipjabar@gmail.com

50



Mediasi ini dilakukan oleh Mediator Dadan Saputra dan dibantu oleh Mediator Pembantu
Mahi M. Hikmat

Dalam pelaksanaan proses medias! ini dinyatakan telah mencapai kesepakatan dan para
pihak Sepakat untuk mengakhiri dengan alasan Termohon tidak menguasai informasi yang
dimohonkan karena program tersebut merupakan program Kemensos dan bukann Program
Pemkab

Demikian pernyataan hasil mediasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Bandung, 13 September 2023

Pemohon Kuasa Termohon

[ itron

Parluhutan Simanjuntak, S.H Yultq Anita Indriagingttim S.H,, M.Sc.
a/n Mediator

(Mediator Pembantu)
/ '-'\_‘MOR,#.

N/
/<
[y
:\"

5
\

G
) ahi M, Hikmat




Menghadiri sidang sengketa informasi public di Komisi Informasi Jawa Barat pada
bulan September 2023 terkait data Bantuan Sosial pada Dinas social Kota Bogor




BAB IV
KESIMPULAN

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, dan untuk memenuhi amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik Pemerintah Kota Bogor sudah melakukan kegiatan Monitoring
kepada Setiap OPD yang di lakukan dengan cara pengisian data Kuisioner. Hasil
pengisian Data Kuisioner ini menunjukkan hasil positif, yaitu hampir seluruh
instansi telah melakukan Pengisian Data Kuisioner yang telah di berikan kepada
setiap OPD.

Secara umum standar dan sasaran kebijakan sudah diketahui oleh
implementor dengan jelas namun pelaksanaannya belum berjalan dengan baik.
Standar dan sasaran kebijakan keterbukaan informasi publik sudah dirumuskan
dengan cukup jelas pada beberapa kebijakan yang mengaturnya serta
implementor yang terlibat yaitu PPID Kota Bogor sudah mengetahui terkait standar
dan sasaran atau tujuan kebijakan belum dapat tercapai di Kota Bogor mengenai
kendala yang dihadapi instansi dalam membagikan pembagian pengelola PPID,
hampir semua instansi mengeluhkan faktor internalseperti kurangnya sumber daya
manusia/ personil yang memadai. Demikian pula dengan penganggaran yang
diperlukan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PPID
Pembantu. Terlebih anggaran untuk sarana dan prasarana untuk mendukung
kegiatan pelayanan informasi.

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang disampaikan oleh masing-
masing instansi serta untuk mendorong peningkatankualitas personil pendukung
PPID Pembantu, diperlukan perencanaan yang lebih matang untuk membuat
agenda kegiatanyang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan informasi
dan pelayanan permohonan informasi. Kegiatan dimaksud antaralain berbentuk
diskusi, baik berupa workshop tentang keterampilan yang dibutuhkan oleh para

personil PPID Pelaksana.



Tentu masih banyak langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja
seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor dalam mengimplementasikan amanat UU No
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satunya adalah
melakukan penyesuaian SK penunjukan PPID utama dan Pelaksana. Hal ini dilakukan
terkait adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor telah mengalih tugaskan tugas pokok, pelayanan dan
fungsi kehumasan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Diharapkan,
dengan dipindahkannya tupoksi kehumasan kepada Diskominfo Kota Bogor,
pelayanan kehumasan akan berjalan lebih optimal dan sinergis untuk pelayanan publik
yang lebih efektif, transparan dan terintegrasi. Pada akhirnya, laporan ini kami maknai
sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.
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